
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR I TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 
•TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE'rAPAN RINCIAN 
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka percepatan vaksinasi dosis 2 di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 
2022 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun Anggaran 2022. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor bbb, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir 
kali dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 
Vaksin dan Pelaksanaan Valcsinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 49); 



10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022; 

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2022 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2022 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 



Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berilcut: 

Pasal 11 

(1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal: 
a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 

dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD 
semester II tahun sebelumnya; 

b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah; 
c. Realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa tidak mencapai 800E/0 dari penduduk 

Desa pada 30 April 2022. 
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai 

dengan Pembalcal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 
dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya; 

(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai 
dengan realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa mencapai 80% dari penduduk Desa. 

(4) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD 
yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya 
dari ADD yang diterima Desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal 2c j u ca.0 2-2_ 

BUPATI HULU SUNGAI TEN 

Diundangkan di Barabai 
pada tanggal ,3("<-11 9C2-2

PENJABAT SEKRETARIS DAERAI-I 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 

BERITA DAE 
NOMOR 

MMAD YANI 

H KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 


